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P U T U S A N 

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili  

pada tingkat banding  dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara  Harta Bersama antara: 

Pembanding, No. KTP: XXXXXXXX, usia 40 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota 

Bandung, dengan alamat domisili di Kota Bandung, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gian Prima 

Natawijaya, S.H. dan Seno Pradityo, S.H., M.Hum., 

Para Advokat dan Penasehat Hukum         pada kantor 

hukum NATAWIJAYA & PARTNERS,     beralamat di 

Jalan Mekarsari  No. 67 Bandung,             

Telpon 628122251088/0227102022 email: 

giantkramadibrata@gmail.com, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2022 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung 

Nomor: 2297/K/2022 tanggal  3 Oktober 2022, semula 

sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 

sekarang  Pembanding;  

melawan 

Terbanding,  No. KTP: XXXXXXXXX,     agama Islam,   usia 49 tahun, 

pekerjaan Karyawan Swasta,   alamat di Kota Bandung, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada  Oemar Said 

T. A., S.H., dan Nina Marlina, S.H., M.H., para Advokat 

yang berkedudukan di SAID LUBIS LAW OFFICES, 

beralamat di Jalan Jakaraharja, Bunga Residence No. 

10, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, 

Kota Bandung, Provinsi  Jawa  Barat, Kode  Pos  

40287, Telp: (022) 87508114, Hp: 081321173666, email 

SALINAN 

mailto:giantkramadibrata@gmail.com
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oemar.said.lubis@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 10 Oktober  2022 yang terdaftar di 

Kepaniteraan   Pengadilan   Agama   Bandung   Nomor: 

<No.Pkr>/K/2022 tanggal 10 Oktober2022, semula 

sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

sekarang  Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan 

dengan perkara tersebut; 

DUDUK PERKARA 

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam 

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg 

tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi’ul 

Awal 1444 Hijriyah  yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menetapkan bahwa harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama 

(gono- gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu: 

2.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, di 

Perumahan Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan 

luas tanah XX m², Sertifikat Hak milik No. 11983 dengan batas-

batas sesuai surat ukur Nomor 03006/cisaranten Kulon/2021 

(“bukti vide II”): 

Sebelah Utara                             : GS.05929/1979 

Sebelah Selatan                          : 14926 

Sebelah Barat                             : Jalan 

Sebelah Timur                             : Selokan 

2.2. Kendaraan roda empat merek Toyota, jenis Camri, tahun 2013, 

warna Silver, No plat kendaraan D 618 IV; 

mailto:lubis@gmail.com
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3. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat (Terbanding)  dan  

Tergugat  (Pembanding) sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 

(2.1. dan 2.2.) dengan rincian masing-masing mendapat ½ (seperdua) 

atau (50%) bagian dari seluruh harta bersama/dari harga jualnya; 

4. Menetapkan  apabila  harta  bersama  sebagaimana  tersebut  pada  

diktum angka 2 (2.1. dan 2.2.) di atas tidak dapat dibagi secara natura, 

maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu baik melalui Kantor 

Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan Penggugat 

dan Tergugat; 

5. Menghukum  Tergugat  dan  Penggugat  untuk  melaksanakan  

pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (2.1. dan 2.2.) 

di atas dan saling menyerahkan seperdua yang telah menjadi bagiannya 

masing- masing secara natura (bentuk barang) atau dengan uang yang 

seharga dengan itu; 

6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat 

diterima; 

DALAM REKONVENSI 

- Menyatakan gugatan rekonvensi  dari  Penggugat Rekonvensi  tidak dapat 

diterima; 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Membebankan   biaya   perkara   kepada   Penggugat   Konvensi/ 

Tergugat Rekonvensi  sejumlah  Rp1.055.000,00  (satu  juta  lima  puluh  

lima  ribu rupiah); 

Bahwa Penggugat  Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya  

dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya hadir 

secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama 

Bandung tersebut; 

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut,  Tergugat 

melalui kuasa hukumnya   untuk  selanjutnya disebut  sebagai Pembanding  

mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem informasi 
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Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 

sesuai Akta  Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg dan permohonan 

banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat  

melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada 

hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022; 

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara  

elektronik  yang  telah  diterima  secara  elektronik  melalui  aplikasi e-court 

dan diunggah dan diverifikasi dan disampaikan kepada Terbanding pada hari 

Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 secara elektronik yang pada pokoknya 

keberatan atas putusan a quo dengan alasan-alasan selengkapnya dalam 

memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menerima Permohonan Banding  dari PEMBANDING (sebelumnya 

Tergugat/Penggugat DR) 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung 

Nomor:<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 29-September-2022, yang 

dimohon banding tersebut; 

 

 

MENGADILI SENDIRI 

DALAM KONVENSI 

DALAM EKSEPSI 

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak 

jelas (abscuur libel) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau 

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvakelijke Verklard); 

DALAM POKOK PERKARA 

Menolak gugatan TERBANDING (sebelumnya Penggugat/Tergugat DR) 

untuk seluruhnya; 

DALAM REKONVENSI  



  
 

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 
 

1. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri 

diatasnya, di Perumahan Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, 

dengan luas tanah XX M², sebagaimana tertera dalam  Sertifikat Hak 

milik Nomor XXXXX adalah milik PEMBANDING (sebelumnya 

Tergugat/Penggugat DR) yang peralihan haknya berdasarkan Akta Jual 

Beli No. 25/2021 tanggal 31-Desember-2021 yang dibuat oleh Hj. 

Rosetta Rahma Lisa, S.H. selaku PPAT, dengan batas-batas tersebut 

adalah bukan harta bersama dalam pernikahan antara PEMBANDING 

(sebelumnya Tergugat/Penggugat DR) dan TERBANDING 

(sebelumnya Penggugat/Tergugat DR)  dengan batas-batas: 

Barat : Jalan Permata Inten Raya; 

Timur : Selokan; 

Utara : Tembok; 

Selatan : Jl. Permata Inten Raya no. 16C; 

2. Menghukum TERBANDING (sebelumnya Penggugat/Tergugat DR)  

untuk membayar uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah) kepada Penggugat DR; 

3. Menghukum TERBANDING (sebelumnnya Penggugat/Tergugat DR)  

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- 

(satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Menghukum TERBANDING (sebelumnya Penggugat/Tergugat DR) untuk 

membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini; 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex aguo et bono)   

Bahwa atas memori banding tersebut,   Penggugat/Terbanding telah 

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 November  2022 yang 

diterima  di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung  pada tangga 4 

November 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai 

berikut: 

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat Konvensi/ 
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Pengggat Rekonvensi tersebut diatas; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tertanggal 29 September 2022, 

Atau  

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan 

pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat 

lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan 

dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; 

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan 

disampaikan kepada Pembanding melalui kuasanya secara elektronik 

melalui  aplikasi e-court oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama 

Bandung pada tanggal 04 November 2022; 

Bahwa Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding 

(Inzage) secara Elektronik oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama 

Bandung telah diberitahukan kepada Pembanding dan  Terbanding secara  

elektronik  melalui  aplikasi  e-court masing-masing pada  hari  Selasa, 

tanggal 18 Oktober 2022 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama 

Bandung pada hari Senin  tanggal 24 Oktober 2022; 

Bahwa Pembanding dan Terbanding  sampai batas waktu terakhir 

inzage tanggal 20 Oktober 2022 tidak melakukan pemeriksaan berkas; 

Bahwa  permohonan banding tersebut telah dikirim melalui  aplikasi    

e-court  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Tinggi  Agama 

Bandung dan diverifikasi pada tanggal 02 November 2022 serta telah 

diregister dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah 

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat 

Nomor W10-A/3475/Hk.05/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang 

tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak  Tergugat , oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan 

banding; 

Menimbang,  bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding 

dalam masa tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan           

di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA Nomor  

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum  e-court,  maka permohonan 

banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada 

tingkat banding; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai 

Pengadilan Tingkat Banding  yang juga sebagai  judex factie  agar dapat 

memberikan putusan yang benar dan adil berkeharusan untuk memeriksa 

ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh 

Pengadilan Tingkat Pertama  untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus 

kembali pada Pengadilan Tingkat Banding; 

Menimbang, bahwa  Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini 

baik  pada  Tingkat  Pertama  maupun  Tingkat  Banding  telah  memberikan 

kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan 

sudah  diperiksa  persyaratannya  ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan 

Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai  legal 

standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini; 

            Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah 

berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula 

menempuh mediasi dengan mediator Rachmat Januardi Tanjung, S.H., 

C.T.L., C.L.A., C.L.I. yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung 

tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak  terwujud, karenanya 
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proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 

65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 16 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara  a quo 

secara litigatif dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah 

mempelajari dan meneliti secara seksama  surat gugatan, Berita Acara 

Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan 

perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg  tanggal 29 September 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 03 Rabi’ul Awal 1444 Hijriyah, memori banding 

dan kontra memori banding  selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding  

memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa susunan amar putusan Pengadilan Agama 

Bandung tersebut tidak sesuai dengan pedoman dan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor 601K/Ag2016 tanggal 14 Oktober 2016, karenanya 

Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki susunan amar menjadi 

sebagai berikut;  

Dalam Konvensi 

Dalam Eksepsi 

          Menimbang, bahwa Pembanding kehadapan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bandung telah mengajukan eksepsi berupa;  

- Gugatan Terbanding bertentangan dengan Pasal 163 HIR.  

- Terbanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan.  

- Gugatan Terbanding kurang pihak.  

- Gugatan Terbanding positanya tidak jelas;  

           Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil eksepsi Pembanding 

tersebut, Terbanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama 
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Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar 

dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Pembanding tersebut, Majelis 

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan 

hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya 

pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat 

dan pertimbangan hukum Majelis  Hakim Tingkat Banding sendiri dengan 

tambahan pertimbangan hukum; 

              Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tersebut nyata-nyata tidak 

terkait dengan kewenangan mengadili baik relatif maupun absolut melainkan 

terkait pokok perkara, sehingga tentu sesuai hukum terbukti atau tidaknya 

dalil eksepsi Pembanding tersebut harus diproses dan dipertimbangkan 

bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya sesuai hukum Majelis 

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut 

harus dinyatakan ditolak; 

Dalam Pokok Perkara 

             Menimbang, bahwa permasalahan pokok gugatan Terbanding 

kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama  Bandung berkaitan dengan 

harta-harta, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah 

diperoleh selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding 

mohon ditetapkan sebagai harta bersama yang masing-masing Pembanding 

dengan Terbanding berhak mendapat ½ (seperdua) bagian, yaitu berupa;  

1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, di Perumahan 

Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah XX m2 

(tujuh puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. XXXXX dengan 

batas-batas sesuai surat ukur Nomor 03006/Cisaranten Kulon/2021: 

Sebelah Utara             : GS.05929/1979 

Sebelah Selatan          : 14926 

Sebelah Barat              : Jalan 

Sebelah Timur             : Selokan 

 

2. Sejumlah  uang  renovasi  kamar  di  rumah  bawaan  Tergugat 

kurang lebih senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) 

3. Kendaraan roda empat merek Toyota, jenis Camri, tahun 2013, 
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warna Silver, No. plat kendaraan D XXX IV. Harga taksiran kendaraan 

tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

4. Dana haji plus Pengugat dan Tergugat yang telah dibayarkan pada 

tanggal 30 Mei tahun 2017 senilai 2 X 4500 USD = 9000 USD, pada 

tanggal 11 November 2021 Tergugat membatalkan serta sudah 

mengambil uang tersebut; 

        Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut, Pembanding 

telah membantahnya,  Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah 

mengkonstatir, mengkwalifisir terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam 

persidangan selanjutnya telah berpendapat dan  mempertimbangkan dalam 

putusannya dengan tepat dan benar dengan diktum yang pada pokoknya  

menyatakan bahwa obyek sengketa angka 1 dan 3  sebagai harta bersama 

antara Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak 

mendapatkan ½ (seperdua) bagian sama rata sama nilai, sedangkan obyek 

sengketa angka 2 dan 4 telah ditetapkan sebagai tidak diterima, Majelis 

Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; 

Obyek Sengketa angka 1  

           Menimbang, bahwa berhubung Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Bandung telah tepat berpendapat dan mempertimbangkan dalam 

putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat 

dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung 

tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil 

alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat 

Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum; 

        Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 1  yang telah ditetapkan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagai harta bersama antara 

Pembanding dengan Terbanding, hal mana telah sesuai Berita Acara Sidang 

perkara a quo bahwa Terbanding dalam persidangan telah mampu 

membuktikan dalil-dalilnya bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama 

baik melalui bukti surat maupun bukti hasil sidang pemeriksaan setempat 

(descente) dan sebaliknya bahwa Pembanding dalam persidangan telah 

tidak mampu membuktikan dalil bantahannya  bahwa obyek tersebut bukan 

harta bersama;   



  
 

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 
 

            Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pembanding dalam 

jawaban dan dupliknya serta telah dijadikan keberatan pula dalam memori 

bandingnya yang menyatakan dan mendalilkan bukan harta bersama, karena 

bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 11983 atas obyek tersebut yang 

dikeluarkan Kantor BPN atas dasar peralihan berupa Akta Jual Beli Nomor 

25.2021 tanggal 31 Desember  2021 yang artinya antara Pembanding 

dengan Terbanding telah bercerai, namun demikian sesuai hukum bahwa 

dalam hal menetapkan harta bersama tidak semata-mata melihat dan 

memperhatikan kapan bukti kepemilikan tersebut dikeluarkan melainkan 

lebih penting lagi harus diklarifikasi bahwa uang yang dipakai membeli obyek 

tersebut uang harta bersama atau bukan dan kapan transaksi dilakukan, 

karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 

dalil keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya harus 

dinyatakan ditolak;  

            

Obyek Sengketa Angka 2, 3 dan 4  

              Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung 

telah tepat berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya, 

berkaitan dengan obyek angka 2 dan 4 karenanya Majelis HakimTingkat 

Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan karenanya pendapat dan 

pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan 

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan 

tambahan pertimbangan hukum;  

             Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara a quo adalah 

benar dimana Terbanding dalam hal mengajukan gugatan berkaitan dengan 

obyek sengketa angka 2 dan 4 jika selanjutnya gugatan tersebut 

dihubungkan dengan kebakuan dan kebiasaan pembuatan gugatan yang 

baik dan benar ternyata adalah benar bahwa posita gugatan Terbanding 

berkaitan dengan kedua obyek tersebut sebagai tidak jelas (obscuur), 

karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 

gugatan Terbanding berkaitan dengan obyek angka 2 dan 4 tersebut harus 

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijh Verlaard);  
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             Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa angka 3 

(tiga) tentang Kendaraan roda empat merek Toyota, jenis Camri, tahun 

2013, warna Silver, No. plat kendaraan  D XXX IV. Harga taksiran 

kendaraan tersebut senilai Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), 

Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan 

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam 

putusannya dengan diktum menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut 

sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding selanjutnya 

mempertimbangkan; 

              Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara a quo 

bahwa Terbanding dalam persidangan membuktikan dalilnya berkaitan 

dengan obyek sengketa tersebut dengan mengajukan  2 orang saksi yang 

masing-masing bernama (nama saksi) (adik kandung Terbanding) dan 

(nama saksi) (karyawan Terbanding), dimana kedua saksi tersebut telah 

dijadikan keberatan oleh Pembanding baik dalam proses persidangan pada 

tingkat pertama begitu pula dijadikan keberatan dalam memori bandingnya, 

dipihak lain perkara ini kebendaan dimana sesuai Pasal 146 HIR Majelis 

Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua saksi tersebut keterangannya 

tidak harus dipertimbangkan, dan karenanya petitum gugatan Terbanding 

berkaitan dengan obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet 

Onvankelijh Verlaard;      

Dalam Rekonvensi 

             Menimbang, bahwa Pembanding kehadapan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bandung telah mengajukan gugatan rekonvensi yang 

pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;  

1. Agar obyek sengketa angka 1 (konvensi) berupa Sebidang tanah 

berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, di Perumahan kotamadya 

Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah XX m2, Sertifikat 

Hak Milik No. XXXXX dengan batas-batas sesuai surat ukur Nomor 

03006/cisaranten Kulon/2021: 

Sebelah Utara             : GS.05929/1979 

Sebelah Selatan          : 14926 

Sebelah Barat              : Jalan 
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Sebelah Timur             : Selokan 

      Dinyatakan bukan sebagai harta bersama. 

2. Bahwa, berhubung antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 

hutang bersama sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus 

juta rupiah), mohon ditetapkan hutang tersebut dibagi dua sehingga 

masing-masing mempunyai kewajiban sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah).  

3. Bahwa mohon Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1 hari keterlambatan 

melaksanakan putusan;  

           Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan rekonvensi 

Pembanding  tersebut, Terbanding telah membantahnya,  Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bandung telah mengkonstatir, mengkwalifisir terhadap 

fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan selanjutnya telah 

berpendapat dan  mempertimbangkan dalam putusannya  dengan diktum 

yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut 

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijh Verlaard),  Majelis Hakim 

Tingkat Banding tidak sependapat dan selanjutnya mempertimbangkan 

sebagai berikut;  

       Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara a quo bahwa 

gugatan rekonvensi Pembanding angka 1 obyeknya adalah sama dengan 

obyek angka 1 dalam konvensi dengan tuntutan Pembanding mohon 

dinyatakan bahwa obyek tersebut bukan sebagai harta bersama, dalil 

tersebut adalah sama merupakan jawaban dalam konvensi yang secara 

nyata telah dipertimbangkan di atas bahwa obyek tersebut dinyatakan 

sebagai harta bersama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat bahwa tuntutan Pembanding berkaitan dengan obyek angka 1 

harus dinyatakan ditolak;  

        Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding angka 2 

tentang hutang bersama dan angka 3 tentang uang paksa (dwangsom), 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah 

mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan 

diktum menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijh Verlaard),  Majelis  
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Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan 

hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut,  karenanya 

pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih 

menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis  Hakim Tingkat Banding 

sendiri; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

             Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt. 

G/2022/PA.Badg tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 03 Rabi’ul Awal 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, karenanya 

harus dibatalkan dengan mengadili sendiri  secara lengkap sebagaimana 

tersebut dalam amar putusan ini;  

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,  

biaya  yang  timbul dalam peradilan  tingkat pertama dibebankan kepada 

Penggugat dan untuk peradilan tingkat  banding  dibebankan kepada 

Pembanding; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima; 

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor  

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 29 September 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 03 Rabi’ul Awal 1444 Hijriyah dan dengan  

Mengadili Sendiri    

       DALAM KONVENSI 

      Dalam Eksepsi 

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima 

 Dalam Pokok Perkara 
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama  

antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak 

mendapat ½ (seperdua) bagian sama rata sama nilai, yaitu berupa: 

- Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, di 

Perumahan Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan 

luas tanah XX m², Sertifikat Hak Milik No. XXXXX sesuai surat 

ukur Nomor 03006/Cisaranten Kulon/2021 dengan batas-batas: 

Sebelah Utara                             : GS.05929/1979 

Sebelah Selatan                          : 14926 

Sebelah Barat                             : Jalan 

Sebelah Timur                             : Selokan 

3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dan 

menyerahkan ½ (seperdua)  untuk Penggugat dan ½ (seperdua) 

untuk Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut pada 

diktum angka 2 (dua) di atas dan apabila tidak dapat dilakukan  

secara natura dilakukan melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya 

setelah terlebih dahulu dikurangi ongkos dibagikan kepada Penggugat 

dan Tergugat sesuai bagian masing-masing; 

4. Menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 serta 

menyatakan  tidak dapat diterima (Niet Onvankelijh Verlaard)  petitum 

gugatan Penggugat angka 2 (2.2, 2.3, 2.4) dan angka 4;  

      DALAM REKONVENSI 

- Menolak petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1  dan 

menyatakan tidak dapat menerima (Niet Onvankelijh Verlaard),  

petitum gugatan rekonvensi  Penggugat  angka 2 dan 3; 

      DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Membebankan   biaya   perkara   kepada   Penggugat   Konvensi/ 

Tergugat Rekonvensi  sejumlah  Rp1.055.000,00  (satu  juta  lima  

puluh  lima  ribu rupiah); 

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding 
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sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 November 

2022 Masehi, bertepatan  dengan  tanggal  21  Rabiul Akhir 1444 Hijriyah  

oleh kami  Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.  sebagai  Hakim Ketua,          

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, M.H. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan  Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

tanggal 02 November 2022  untuk memeriksa dan mengadili perkara ini 

dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua 

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan 

didampingi  para Hakim Anggota  tersebut  dan  dibantu  Suharti, S.H.  

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan 

Terbanding.  

Ketua Majelis 

ttd 

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. 

             Hakim Anggota                                           Hakim Anggota  

                      ttd         ttd 

     Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.                        Drs. H. Ali Imron, M.H.              

Panitera Pengganti 

ttd 

Suharti, S.H. 

Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses  : Rp130.000,00 
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2. Redaksi : Rp  10.000,00 

3. Meterai : Rp  10.000,00 

 Jumlah :  Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

PLH. Panitera 

Panitera Muda  Banding 

Sidik Widyaksa 

 


